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PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 April 1993,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat kediaman di

Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat,
dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan
pesan nurhabibah@gmail.com /
Sebagai Penggugat.
Lawan
TERGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Padang Pariaman, 03 Juni
1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

tempat kediaman di

Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai Tergugat.
- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024,
yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 20
September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 22 Juli 2016 yang dicatat oleh Pegaweainieneatats Mikatunpada

Putusan N

Kantor Urusan Agama (KUA) Xxﬁpm_,g%@mt@,}fadang
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Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor : 0064/024/V11/2016, tertanggal 22 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah rumah kontrakan di Provinsi Aceh selama

lebih kurang 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke
rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Padang

Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang dan sampai berpisah;
3. Bahwa sekarang Pemohon telah berdomisili di Korong Banilingkuang
Nagari Tandikek Selatan Patamuan Kabupaten

Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat
Keterangan Domisili Nomor : 470/467/TDK.S/IX-2024, tertanggal 03
September 2024, dari Wali Nagari Tandikat Selatan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami isteri dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
3.1  ANAK tempat Lahir di Aceh Tamiang tanggal 19 Agustus 2017
3.2  ANAK tempat lahir di Padang Pariaman tanggal 09 Juni 2020
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
3.2 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan,
Tergugat bersifat egois hanya pendapat Tergugat yang di dengar,
Tergugat tidak bertang jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat
bahkan Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat,
Tergugat acuh dan tidak mau bekerjasama dalam menjalani rumah
tangga sampai sekarang Penggugat sudah berusaha untuk menahan
diri untuk bersabar menghadapi kelakuan Tergugat;
4.2 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan
Juli tahun 2023 ketika itu terjadi permasalahan yang sama kemudian
Tergugat tidak juga kunjung berubah dan memberikan contoh yang
terbaik untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, lalu Tergugat
pergi meninggalkan kediaman bersama sarﬂg%im%%azy (;a(;l@{%gg ini tidak

man,

pernah Kembali lagi ketempat kediaman berSgisan Nomor
XXX/Pdlt.G/2024/PA.Prm.
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4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya sampai
sekarang;

5. Bahwa upaya damai pernah diusahakan untuk melihat iktikad baiknya
sebagai kepala rumah tangga namun Tergugat selalu bersikap yang sama
seperti dahulu karena demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi
melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan
untuk tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah
orangtua Penggigat di Kabupaten Padang

Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Ketua  Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);
Halaman 3 dari 14 halaman,

Bahwa pada persidangan yang telah ditetagkpRonRenggugat telah

datang menghadap di persidangan, sedangkaﬁX%%ﬁggtz 4/Eé'aﬁ<rm'datang
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menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan
surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/024/V11/2016, yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera
Barat, tanggal 22 Juli 2016, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos.
Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis
diberi tanda P dan diparaf;
B. Saksi
1. Saksi, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ----, sebagai
Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli
2016 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;

. Halaman 4 dari 14 halaman,
- Bahwa setelah menikah Penggugat danskargegat rumah rumah

. XX/Pdt.G/2024/PA.Prm. .
kontrakan di rovinsi %ce selama lebih
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kurang 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke

rumah orangtua Penggugat di Kabupaten
Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang dan
sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak
awal pernikahan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat disebabkan Tergugat bersifat egois dan pemalas kerja
sehingga taggung jawab tidak bertang jawab terhadap nafkah
bahkan Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat,
Tergugat acuh dan tidak mau bekerjasama dalam menjalani rumah
tangga sampai sekarang Penggugat sudah berusaha untuk menahan
diri untuk bersabar menghadapi kelakuan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara
langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran,
sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada lagi
komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi dahulu upaya damai pernah diusahakan
untuk melihat iktikad baiknya sebagai kepala rumah tangga namun
Tergugat selalu bersikap yang sama seperti dahulu karena demikian
Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah
tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk tidak ingin lagi
melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman,

2, Saksi, saksi adalah abang kandupgwud3engggat, di bawah

XX/Pdt. G/2024/PA.Prm.
sumpahnya memberikan keterangan sebagal)iJerlk
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- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ---, sebagai
Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli
2016 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rumah rumah

kontrakan di Provinsi Aceh selama lebih

kurang 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke
rumah orangtua Penggugat di Kabupaten

Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang dan
sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak
awal pernikahan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat disebabkan Tergugat bersifat egois hanya pendapat
Tergugat yang di dengar, Tergugat bertang jawab terhadap nafkah
lahir kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah memberikan
uang kepada Penggugat, Tergugat acuh dan tidak mau bekerjasama
dalam menjalani rumah tangga sampai sekarang Penggugat sudah
berusaha untuk menahan diri untuk bersabar menghadapi kelakuan
Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara
langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran,
sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada lagi

. . Halaman 6 dari 14 halaman,
komunikasi antara Penggugat dengan Tergu@akn Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.
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- Bahwa setahu saksi dahulu upaya damai pernah diusahakan
untuk melihat iktikad baiknya sebagai kepala rumah tangga namun
Tergugat selalu bersikap yang sama seperti dahulu karena demikian
Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah
tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk tidak ingin lagi
melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena

. . . . Halaman 7 dari 14 halaman,
Tergugat tidak hadir di persidangan, namun kanignéanpefkara ini perkara

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.
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perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai
hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah
terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa meskipun hanya menerangkan suatu akibat
hukum (rechts gevolg) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-
sebab/alasan-alasan hukum (vreem de oorzaak) timbulnya perpisahan
tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Rl Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan
saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309
R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat
egois hanya pendapat Tergugat yang di dengar, Tergugat bertang jawab
terhadap nafkah lahir kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah
memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat acuh dan tidak mau
bekerjasama dalam menjalani rumah tangga sampai sekarang Penggugat

. Halaman 8 dari 14 halaman
sudah berusaha untuk menahan diri untuk bersahasamesgbadapi kelakuan

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.
Tergugat;
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3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sampai sekarang;

4. Bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum
pernah bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak
harmonis lagi, disebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sampai sekarang;

3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
dengan alasan dalam rumah tangganya dengan Tergugat semenjak
awalpernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan
Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih
kurang 1 (satu) tahun lamanya dengan alasan sebagaimana yang telah
diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

. . Halaman 9 dari 14 halaman,
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dansaengieat sesuai Pasal

285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membukﬁ(lg/lp téa (/%/%2 eP'la\'gl]Dg”Ggat dan
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Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan
Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan
Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309
R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang
dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Keluarga Terguat
terlalau ikut campur urusan dalam rumah tangga Pengguat dengan
Tergugat, Tergugat suka berkata kasar dan kotor, Tergugat kurang perhatian
kepada Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1
(satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum
pernah bercerai;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sampai
sekarang;

3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat

tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung 1 (satu) tahun

lamanya, tanpa ada komunikasi antara satu dengan, lainnya, ;nenjadj.ingikasi

yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya SU%%%H)M%},, karena
mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi
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satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan
antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena
kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan
berdasarkan putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26
Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa
“rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu
rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai
pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia” jo. Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih
Majelis menjadi pertimbangan menyatakan “suami isteri yang telah pisah
rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya
perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup
bersama dalam rumah tangga”, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah: “perceraian
dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat
tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal
tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga
dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis
Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih
sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

. . Halaman 11 dari 14 halaman,
mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddahpgdgpafalvmah sebagaimana

. . : XX/Pdt.G/2024/PA. Prm.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang él asarfkan kepada maksud
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firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

P&Q_.u’"‘l.a;/jw\ \,.<..-J L—JJ‘M 5L 3 //’ :_)izév..)\:;wj
@ sk e dag s i

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang
selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia
belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua

belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2
(dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah
perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal
119 ayat 2 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap
Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawingq,BgRg9saat fan, iergugat
ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Wﬁﬁ&%}g@k}ﬁ? Jslam bagi

Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan
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sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas
perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul
Akhir 1446 Hijriah, oleh Ariefarahmy, S.H.l., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs.
Aslam dan Muhammad Rais, S.Ag., M.Si., sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ekarini Oktavia, S.Ag.,
M.H., sebagai Panitera Sidang Serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Ar'efarahmy’ S.H.l, M'A-'Ialaman 13 dari 14 halaman,
Putusan Nomor

Hakim Anggota, kot Breggotes. Prm.
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Drs. Aslam Muhammad Rais, S.Ag., M.Si

Panitera Sidang,

Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya:
1. PNBP Rp 60.000,00

2. Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan Rp 68.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00

Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.
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